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BUPATI MUARA ENIM

bahwa wuntuk lebih memantapkan tugas dan fungsi POSKOLAK Pengendalian
Kebakaran Hutan dalam Kabupaten Muara Enim maka peru menyempumakan
Keputusan Bupali Muara Enim Momor @ GTahun 2000, tanggal 19 Juli 2000 fentang
Pembantukan Pes Komando Pelaksana (POSKOLAK) dan Saluan Pelaksana (SATLAK)
dan Regu Usaha Pencegahan Kebakaran Hulan Dalam Kabupaten Muara Enim |

bahwa unfuk membentuk Pos Komando Pelaksana, Satuan Pelaksana dan Regu
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Kabupaten Muara Enim periu diafur
dan ditelapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il dan
Kota Praja di Sumatera Selatan {Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 1959
Momar 73, Tambahan Lembaran Negara Nomar 1821} ;

Undang-Undang Momor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolzan Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1997 Momor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699 ;

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1899 fenfang Kehutanan [Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1932 Nomor 167, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3888) sebagaimana felah ditbah dengan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tehur: 2004 { Lembaran Negara Repubdik [ndonesia Tahun 2004 Nemor 29) ;

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 fentangPemerintahan Daerah [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Negara
Namar 4437) |

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor B5)

Peraturan Pemerintzh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegialan Instansi
Pertikal di Dserah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambzhan Lembaran Negara nomor 3952) ;

Peraluran Pemenniah homor &5 Tanun 2000 tentang Kewenangan Memenmish oan
Rewenangan Provins: s2bagal Deerah Otonom (Lembaran Negara Reputeik indoness
Tahun 19858 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3373)

Peraizan Pemarriah homor 4 Tshee 2001 fentang Pengendaien Kerussicr Son Sl
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Wenstapkan . PERATURAN BUPAT] MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO

PELAKSANA, SATUAN PELAKSANA DAN REGU PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
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KETENTUAN LIMUM

Fazal 1

Cialam Peraturzn Bupafi ini yang dimaksud dengan .
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Daersh adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemarintah Daerzh adalah Pamerintah Kabupaten Muara Enim,
Bupati adaizh Bupafi Muara Enim.

Dinas Kehutanan adalab Dinas Kehutanan Kabupaten Mura Enim,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehuanan Kabupaien Mura Enim.

Kebakaran hutan adalah sualu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan
dan atau hasil hutan yang menimbufkan keruglan ekonomis dan atau nifai fingkungan.

Pencegahan kebakaran hutan adalah suatu usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dad bahaya
kebakaran .

Femadaman kebakaran hutan adalah kegiatan penanggulangan kebakaran hulan sehingge kebakaran
hutan tersebut leratasi secara funtas.

Pengendalian kebakaran hutan adaiah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

. Deteksi kebakaran hutan adalah kegistan unfuk mengetahui terfadinya kebakaran hutan agar langkah -

langkah pangendalian dapat diambil dangan tepat dan dapat dilaksanakan sebelum api melanda areal yang
lebih fuas,

. Polisi  Kehutanan (POLHUT) adalsh Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekarjzannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan {2) Undang-Undang Nomaor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 29 ),

Satuan Pengamanan Hak Pengusahaan Hutan adalah Pelugas Pengamanan yang direkrut alsh Pihak
Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan dengan fugas khusus melakukan  pengamaran di areal
hutan peruszhazn yang bersangkulan.

Hak Pengusahaan Hulan Tanaman Industni (HPHTI) adalah Badan Hukum Indonesia vang diberikan hak
pengusahaan hutan tanaman industn aleh Manteri Kehutanan,

Badan Uszha dan atau perorangan lainnya adalah badan usaha dan ataw perorangan yang mempeoieh izin
pengusahaan hutan di luar izin HPH.

Pos Kemando Felaksana (FOSKOLAK) adalah perangkat pelaksana tingkat Kabupaten Muara Enim,
Saluan Pelaksana (SATLAK) adalah satuan pelaksana tingkat kecamatan dalam Kabugpaten Muara Enim.

BAB Il
PEMEENTUKAN

Pasal 2

Pebentukan Pos Komando Pelaksana (POSKOLAKY pengendalian kebakaran hutan dan lahan dzism
Kabupaten Muara Enim.

Susunan Personalia Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) dimaksud ayat 1 pasal ini akan drstspken =20
lanjut dengan Keputusan Bupat,
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Pasal 3
Fos Komanda Pelaksana (POSKOLAK) berkedudukan di Dinas Kehutanan,

Pasal 4
Di tiap — tiap Kecamatan dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) pengendalian kebakaran hutan dan ‘ahan,

Susunan Personzlia Saluan Pelaksana (SATLAK) dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan labih
lanjut dengan Keputusan Bupali.

Satlak dapat membentuk regu — regu pemadam kebakaran hutan dan lahan,

BAB 11i
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal &
Pos Komande Pelaksana (POSKOLAK) mempunyai tugas dan fungsi -
& Membust rencana tshunan kegiatan pengendalian kehakaran hutan dan lzhan.
Menyelengparakan rapat —rapat koordinas! dengan Dinas instansi terkait
Matakukan penyuluhan kepada masyarakat entang bahaya kebakaran hutan.
Memasang rambu - rambu paringatan bahaya kebakaran hutan.
Membuat laporan kepada PUSDAL tingkat propinsi.
~ Melakukan tugas - tugas iain yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan.
9. Mendateksl kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Pelazana (POSKOLAK) beranggung jawab kepada Posko
Pengandalian (POSKCDAL) Propinsi.
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Pasal 7
Satuan Pelaksana (SATLAK) mempunyai tugas dan fungsi
a. Melakukan usaha — usaha pencapahan dan penanggulangan kebakaran hulan dan lahan,
b, Melakukan penyuithan — panyuluhan bersama POSKDLAK.
¢ Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam usaha menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
d. Menginventarisic daerah yang rawan kebakaran.
e, Membuat peta dasrah rawan kebakaran hulan dan lahan,
f.

Mancegah usaha — usaha masyarakat dalam mengelola lahan yang dapat mengakibalkan kebakaman
hutan dan tahan.

q. Membuat papan pengumuman pada areal - areal terttantu tentang farangan pembakaran hutan,

h. Memberkan petunjuk — patunjuk teknis kepada masyarakal yang mengelota lahan perlanian dengan
teknik pembakaran terkendali (sekat bakar),

i, Membuat lmporan pelaksanaan setiap bulan kepada Pos Komando Pelaksana {POSKOLAK).
. Malaksanakan tugas — tugas lain yang di barikan oleh Fos Komando Pelaksana (POSKOLAK).

Pasal B
Regu pemadam kebakaran mempunyai tugas dan fungsi |

Melakukan pemacaman baik mandii maupun secara bersama-sama dengan Satlak dan Poskolak pada saat
terjadi kebakaran hutan dan fahan,

Pazal 9

Pemagang Hak Pengusahaan Hulan dan Hak Pengusahazan HutanTanaman Industri diwajibkan uniuk

.

b.
c.

Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasd hutan yang dissbabkan oleh manusiz, emax =0
daya — daya alam dalam area! yang menjadi tanggung jawabnya.

Mencegah dan memadamkan kebakaran pada arsal HPH dan HPHTL
Meacegah terjadinga kerusakan sumber daya alam hayab dan ekosistem dalam aneal HPH dan HPET



Bila terjadi kebakaran sagera melaporkannya kepada satuan pelaksana (SATLAK).

g. Menjaga dan mengamankan seluruh asel -aset yang ada di dalam areal HPH dan HPHTI dari bahaya
kabakaran hutan.

. Mematuhi petunjuk teknis yang diterbitkan cleh Departemen Kehulanan dan Dinas Kehutanan.

&

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

1) Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi safuan pelaksana
{SATLAK} sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan ini,

2) Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pembinaan kepada anggota Satuan Pelaksana (SATLAK).
3} Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggung jawab kepada Pos Komands Pelaksana (POSKOLAK).

BAB VY
BIAYA

FPazal 11

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perafuran Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara
Enim dan Instansi terkait,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengerai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut
oleh Bupati.
Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupali Muara Enim Momor § Tahun 2000 tanggal
19 Juli 2000 dinyatakan tidak beraku lagi.

Pasal 14
Paraturan Bupati ini berlaky sejzk tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Barita Daarah Kabupaten Muara Enim,

Ditetzpkandi  Muara Enim
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